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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 98 TAHUN 2016  

TENTANG 

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Lembaga Ketahanan Nasional merupakan lembaga 

yang strategis terkait dengan usaha bangsa Indonesia 

untuk memelihara, melestarikan, dan mengintegrasikan 

segala unsur kekuatan nasional, yang menjadi pusat 

pendidikan dan pengkajian masalah-masalah strategis 

yang berkaitan dengan ketahanan negara dalam arti luas, 

termasuk dalam pengendalian keutuhan negara dan 

bangsa;  

  b. bahwa dalam rangka menghadapi tuntutan dan 

perkembangan lingkungan strategis serta meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi Lembaga 

Ketahanan Nasional Republik Indonesia perlu dilakukan 

penyempurnaan dan revitalisasi organisasi Lembaga 

Ketahanan Nasional Republik Indonesia; 

  c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang 

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sudah 

tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi 

sehingga perlu diganti; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
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menetapkan Peraturan Presiden tentang Lembaga 

Ketahanan Nasional Republik Indonesia;  

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 

  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  

  5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4439); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA KETAHANAN 

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

 

Pasal 1 

(1) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang 

selanjutnya disebut Lemhannas RI adalah Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang 

menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendalian urusan Kementerian dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, 

dan keamanan. 

(2) Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Lemhannas RI 

dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. 

 

Pasal 2 

Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam: 

a. menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan 

pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir 

komprehensif, integral, holistik, integratif dan 

profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, 

negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai 

cakrawala pandang yang universal; 

b. menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional 

dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, 

regional, dan internasional yang diperlukan oleh 

Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 

c. menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan 

guna meningkatkan dan memantapkan wawasan 

kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.  
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Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan 

pemantapan pimpinan tingkat nasional;  

b. pengkajian permasalahan strategik nasional, regional, 

dan internasional di bidang geografi, demografi, sumber 

kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan, dan 

keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta permasalahan internasional; 

c. pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem 

nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan; 

d. evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan 

kader dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang 

bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai 

permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta 

pemantapan nilai-nilai kebangsaan; 

e. pelaksanaan penelitian dan pengukuran ketahanan 

nasional seluruh wilayah Indonesia; 

f. pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang 

kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa;  

g. pelaksanaan kerja sama pendidikan pascasarjana di 

bidang ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan 

nasional dan/atau internasional dan kerja sama 

pengkajian strategik serta pemantapan nilai-nilai 

kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri;  

h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Lemhannas RI;  

i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 

Lemhannas RI; dan 

j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI. 
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BAB II 

ORGANISASI 

 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 4 

Lemhannas RI terdiri atas: 

a. Gubernur Lemhannas RI dan Wakil Gubernur; 

b. Dewan Pengarah; 

c. Sekretariat Utama;  

d. Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional; 

e. Deputi Bidang Pengkajian Strategik; dan 

f. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.  

 

Bagian Kedua 

Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI 

 

Pasal 5 

(1) Gubernur Lemhannas RI mempunyai tugas memimpin 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Lemhannas RI. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Gubernur Lemhannas RI 

harus memenuhi persyaratan umum meliputi: 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

memahami permasalahan bangsa Indonesia; 

d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai 

Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya 

atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun 

tidak langsung dalam G 30 S/ PKI atau organisasi 

terlarang lainnya; 

e. tidak pernah terlibat perbuatan makar terhadap 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 
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